
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 3~ TAHUN 2019 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 20 l 9 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 
per1u menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hal< Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provin 
Tengah (Lembaran Negara Republik rn 
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2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten.tang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten.tang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tam.bah.an Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

12. Un.dang-Un.dang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten.tang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia \ 
Nomor 5679); ~ 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang 
RetJi busi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambaha n Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

20 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor· 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan \ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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23. Peraturan Pemerinta.h Nomor 2 Tahun 2018 ten tang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6279); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

27. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten.tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 655); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor \ 
270.a); ~ 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
20 19-2024 (Lembaran Oaerah Kabupaten Gunung 
Mas Tah un 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 
275); 

34. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 
2014 tentang Kebijal<an Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 304) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 
2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung 
Mas (Serita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2017 Nomor 406); 

35. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 305) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas 
Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 
2014 ten tang Si stem Akutansi Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas (Serita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 347); 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2 020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 
berikut: 
a. Pendapatan Daerah, meliputi: 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3 . Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

Rp. 60.318.439 .000,00 
Rp. 843.166.328.000,00 

Rp. 197.715.366.000,00 
Jumlah Pendapatan Rp. l.101.200.133.000,00 
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b. Belanja Daerah, meliputi: 
1. Belanja Tidak Langsung, meliputi: 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Hibah 
c) Belanja Bantuan Sosial 
d) Belanja Bantuan Keuangan 

Rp. 371.808.260.564,00 
Rp. 12.778.700.000,00 
Rp. 1.521.010.000,00 
Rp. 170. 772.122.600,00 
Rp. 500.000.000,00 e) Belanja Tidak Terduga 

2. Belanja Langsung, meliputi: 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan Jasa 
c) Belanja Modal 

c. Pembiayaan Daerah, meliputi: 
1. Penerimaan sejumlah 
2. Pengeluaran sejumlah 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 557.380.093.164,00 

Rp. 79.295.239.428,00 
Rp. 205.373.720.828,00 
Rp. 256.559.629.580,00 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defis it) 

Rp. 8.355.550.000,00 
Rp. 10.947.000.000,00 

Rp. 541.228.589.836,00 
Rp. l .098.608.683.000,00 
Rp. 2.591.450.000,00 

Rp. (2.591.450.000,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 1anjut dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan 1ebih \ 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pas al 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu ndangan Peraturan 
Bupati m1 dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Ku run 
pada tanggal Desember 20 19 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal Desember 2019 

BUPATI GUNUNG MAS, 

JAYA SAMAYA MONONG 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 



NOMOR 
URUT 

1 

1 

1 . 1 

1 . 1 . 1 

1 . 1. 2 
1.1.3 

1 . 1 . 4 

1. 2 

1. 2. 1 

1. 2. 2 

1. 2. 3 

1. 3 

1. 3. 1 

1 .3. 3 

1.3.4 

1. 3. 6 

2 

2. 1 

2 . 1 . l 

2. 1. 4 

2. 1. 5 

2. 1. 7 

2.1.8 

2.2 

2. 2. 1 

2.2.2 
2.2.3 

3 

3.1 

3. 1. 1 

3. 1. 5 

3.2 

3.2.2 

L/\MPIRI\N I 
PERATURI\N BUPI\TI GUNUNG MI\S 
NOMOR 
TENTANG 

TAIIUN 2019 

PENJAOI\RI\N ANGGI\RI\N PENDI\PI\TI\N 01\N 
BELA.NJ/\ DI\ERAH T1\l1UN ANGGI\RI\N 2020 

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

RINGKASAN PENJABARAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2020 

URAIAN 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASU DAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah 

Hasll Relrlbusl Daerah 

2 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlpisahkan 

Lain-lain Pendapatan Asll Daerah yang Sah 

DANA PERJMBANGAN 

Bagi Hasll Pajak/Bagi Hasll Bukan Pajak 

Dana Alokasl Umum 

Dana Alokast Khusus 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins! dan Pemerintah Daerah Lalnnya 
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Pendapatan Latnnya 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegawai 

Selan Ja HI bah 

Belanja Bantuan Soslal 

JUMLAH 

3 

1.101.200.133.000,00 

60.318.439.000,00 

24.726.500.000,00 

4.139.853.160,00 

7.524.000.000,00 

23.928.085.840,00 

843.166.328.000,00 

57.642.196.000,00 

589.543.650.000,00 

195.980.482.000,00 

197.715.366.000,00 

26.771.725.230,00 

38.'193.030. 770,00 

27.197.072.000,00 

105.253.538.000,00 

1.098.608.683.000,00 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsl/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan 
Partat PolitJk 

557.380.093.164,00 

371.808.260.564,00 

12. 778. 700.000,00 

1.521.010.000,00 

l 70.772.122.600,00 

Belanja Tldak Terduga 

BELANJA LANGSUNG 

Belanja Pegawai 

BelanJa Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERJMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Leblh Pemitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

Penerimaan kembali Pemberlan Pinjaman 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN NETTO 

500.000.000,00 

5'11.228.589.836,00 

79.295.239.'128,00 

205.373. 720.828,00 

256.559.629.580,00 

2.591.450.000,00 

8.355.550.000,00 

8.205.550.000,00 

150.000.000,00 

10.9'17.000.000,00 

I0.9'17.000.000,00 

(2.591.450.000,00) 

SISA LfBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 

Kuala Kurun, Desember 2019 

Bupati Gunung Mas 
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JAVA SAMAYA MONONG 
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